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Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian
Salah satu agenda Reformasi Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat adalah  adanya penyerahan urusan pusat kepada Daerah, yaitu Desentralisasi berupa penyerahan Otonomi Daerah. Kehendak reformasi dalam kehidupan politik nasional nampaknya sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dalam kondisi masyarakat yang sedang mengalami sebuah euphoria terhadap perubahan. Sekarang hampir setiap orang telah menemukan kosakata baru dan mulai memahami tentang apa yang disebut reformasi atau perubahan menuju perbaikan. Demikian halnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dimana masyarakat semakin terbuka menyatakan pendapat, kritik dan harapannya untuk dilayani.

Sebagai bentuk manifesto politik dalam reformasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di daerah, lahir pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangan penuh daerah Kabupaten atau Kota. Dengan cara pandang baru itu, sebuah paradigma baru telah diperkenalkan, yakni melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menganut sistem otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan sistem ini Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, setiap Pemerintah Daerah berhak dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan secara proporsional dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia disegala bidang demi mewujudkan pembangunan daerah serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi positif bagi daerah dalam melakukan pembangunan di segala bidang termasuk kegiatan penanaman modal. Demikian juga sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal termasuk urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Jasa layanan yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan oleh investor untuk meningkatkan kapabilitas teknologinya dimana Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mempunyai peran yang strategis serta ingin mewujudkan Visi Jawa Barat tercapainya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis, dan sejahtra, dari  visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meningkatkan kesediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dan kualitas demokrasi, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat menerjemahkan visi Jawa Barat tersebut dengan visi unggul mendorong investasi dan profesional melayani publik.  
Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang menggambarkan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Adapun misinya adalah meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu badan koordinasi promosi dan penanaman modal Provinsi Jawa Barat, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kedudukan serta peranan pegawai negeri sipil sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur negara yang melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Manusia adalah perencana, pelaku sekaligus  penentu terwujudnya tujuan organisasi. Pegawai negeri sipil dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, antara lain untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara. Manajemen aparatur sipil Negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen.  
Sumber Daya Manusia atau pegawai dalam organisasi merupakan penentu bagi keberhasilan perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, tujuan perusahaan akan tercapai apabila pegawai memiliki kinerja yang baik. Dessler (2010:25) menyatakan bahwa dalam organisasi modern, sumber daya manusia mempunyai peran baru diantaranya: pendorong produktivitas, membuat intansi /perusahaan menjadi lebih tanggap terhadap inovasi produk dan perubahan teknologi, menghasilkan jasa pelayanan yang unggul, membangun komitmen dalam diri pegawai, dan mengembangkan serta mengimpelementasikan strategi.
Kinerja pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai merupakan bagian dari alat manajemen personalia yang dapat mendorong dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh semua pihak. Sumber daya manusia yang ada diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja pegawai berkaitan dengan faktor pendidikan, keterampilan, disiplin, etika kerja, serta lingkungan iklim kerja. Dengan demikian  pegawai merupakan faktor kinerja yang utama dan dinamis yang menjadikan suatu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang melebihi hasil yang sebelumnya. Disamping itu, sasarannya mengarah kepada kemampuan organisasi untuk memperbaiki cara kerja yang berlangsung secara terus menerus.
Pemilihan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagai lokus penelitian  didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu, yaitu pelaksanaan otonomi daerah pasca diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2015 berimplikasi positif bagi daerah dalam melakukan pembangunan di segala bidang termasuk kegiatan penanaman modal. Demikian juga sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal termasuk urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta adanya instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang kesemuanya itu memerlukan kinerja Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
Tohardi (2012:44) menyatakan kinerja sangat penting bagi organisasi karena (1) kinerja yang tinggi tentu dapat mengurangi angka absensi atau tidak bekerja karena malas, (2) dengan kinerja yang tinggi dari pegawai maka pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan kepadanya akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat atau lebih cepat, (3) dengan kinerja yang tinggi pihak organisasi memperoleh keuntungan dari sudut kecilnya angka kerusakan karena semakin tidak puas dalam bekerja, semakin tidak bersemangat dalam bekerja, maka semakin besar angka kerusakan, (4) kinerja yang tinggi otomatis membuat pegawai akan merasa senang bekerja sehingga kecil kemungkinan pegawai akan pindah bekerja ke tempat lain, (5) kinerja yang tinggi dapat mengurangi angka kecelakaan karena pegawai yang mempunyai kinerja tinggi cenderung bekerja dengan hati-hati dan teliti sehingga bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.
Sumber daya manusia di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat merupakan aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa kedalam suatu organisasi, tidak seperti mesin, uang dan materil yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, mampu, dan terampil belum menjamin produktifitas kerja yang baik apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Sumber daya manusia yang kurang mampu, kurang cakap, dan tidak terampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya.
Data mengenai kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1
Kinerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
	No
	Kinerja
	Real   (%)
	Target  (%)

	1
	Mutu (kualitas) hasil Pekerjaan
	80
	100

	2
	Jumlah (kuantitas) hasil Pekerjaan
	78
	100

	3
	Pengetahuan tentang Tupoksi
	79
	100

	4
	Kecekatan (keterampilan dalam melakukan tugas pekerjaan
	77
	100

	5
	Rasa pengabdian (kesetiaan, disiplin dan tanggung jawab)
	81
	100

	6
	Kerajinan
	78
	100

	7
	Kerjasama 
	85
	100


Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, data diolah kembali  (2018)

Berdasarakan Tabel 1.1 tersebut menujukkan bahwa kinerja pegawai Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat belum optimal karena belum sesuai dengan target yang diharapkan.  Hal ini dilihat dari belum maksimalnya kerja dari masing-masing pegawai, masih banyak pegawai yang menunda pekerjaan, masih ada pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Data di atas diperkuat dengan hasil pra survei pendahuluan kepada tiga puluh (30) orang pegawai yang mengindikasikan kinerja pegawai di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat belum optimal. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kinerja pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.2
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kinerja Pegawai
	No
	Materi Pernyataan
	Skala Penilaian
	∑
	RataRata

	
	
	SS
(5)
	S
(4)
	KS
(3)
	TS
(2)
	STS
(1)
	
	

	1                     
	Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu
	3
	6
	9
	9
	3
	87
	2.90

	2
	Memahami dan menguasai pekerjaan  sehari-hari
	5
	3
	16
	4
	2
	95
	3.17

	3
	Kemampuan sesuai dengan beban pekerjaan dan latar belakang pendidikan
	2
	6
	16
	4
	2
	92
	3.07

	4
	Selalu mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas
	4
	6
	16
	4
	0
	100
	3.33

	5
	Berinisiatif mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas kerja
	4
	10
	12
	4
	0
	104
	3.47

	Rata – Rata
	3.19


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2018
Keterangan:
	SS
	=
	Sangat Setuju

	S
	=
	Setuju

	KS
	=
	Kurang Setuju

	TS
	=
	Tidak Setuju

	STS
	=
	Sangat Tidak Setuju


Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kinerja pegawai di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil pra survei kurang baik, yang terlihat dari nilai rata – rata sebesar 3.19. dimana beberapa pegawai dalam bekerja kadang belum memahami dan menguasai pekerjaan yang dilakukan,  pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kadang tidak tepat waktu, dan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan kurang mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pihak Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, karena akan berdampak terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. 
Menurut Martoyo (2010:152), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai atau kinerja pegawai adalah motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, komitmen, sikap, sistem kompensasi, aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek teknis, dan perilaku lainnya. Soeroso (2011:201) menyatakan pegawai harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi agar nantinya didapatkan kinerja yang baik, dalam rangka ikut serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya motivasi kerja pegawai antara lain kekurangpuasan seseorang terhadap pekerjaannya dan kurangnya insentif yang diterima. Kurangnya insentif bukan hanya masalah uang tetapi dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan pendidikan dan pemberian lain berupa penghargaan-penghargaan, serta dapat juga karena ruang kerja dan suasana kerja yang kurang menyenangkan. 
Motivasi kerja berkaitan erat dengan upaya yang dikeluarkan oleh pegawai dalam bekerja. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu mencoba melakukan yang terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan pegawai yang memiliki motivasi kerja yang rendah adalah pegawai yang seringkali tidak mau mencoba melakukan yang terbaik, serta jarang meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaannya. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai motivasi yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.3
Penelitian Pendahuluan Mengenai Motivasi
	No
	Materi Pernyataan
	Skala Penilaian
	∑
	RataRata

	
	
	SS
(5)
	S
(4)
	KS
(3)
	TS
(2)
	STS
(1)
	
	

	1                     
	Saya sangat terdorong untuk berprestasi kerja yang baik karena termotivasi untuk mendapatkan penghargaan dari pimpinan
	4
	10
	12
	4
	0
	104
	3.47

	2
	Saya sangat gigih dalam bekerja agar dapat dipromosikan oleh pimpinan 
	4
	5
	12
	4
	5
	89
	2.97

	3
	Saya bekerja keras dalam bekerja karena ikut terlibat dalam melaksanakan tanggung jawab 
	4
	8
	12
	4
	2
	98
	3.27

	4
	Saya selalu dapat bekerja sama dalam satu kelompok dengan pegawai lain 
	4
	6
	12
	4
	4
	92
	3.07

	5
	Saya diberikan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan suatu pekerjaan
	4
	6
	10
	6
	4
	90
	3.00

	6
	Bersedia membantu pekerjaan orang lain dengan tulus dan ikhlas 
	6
	11
	6
	5
	2
	104
	3.47

	Rata – Rata
	3.21


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2018
Berdasarkan dari Tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa motivasi kerja pegawai Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat pada umumnya belum sepenuhnya baik yang terlihat dari nilai rata – rata sebesar 3.21, dimana pegawai kurang terdorong untuk berprestasi kerja yang baik karena tidak termotivasi untuk mendapatkan penghargaan dari pimpinan, dan kurang dapat bekerja dalam satu kelompok dengan pegawai lain. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pihak perusahaan karena akan berdampak terhadap kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2011:169) bahwa hal yang memotivasi kinerja sesorang adalah untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun non-materiil yang diperolehnya sebagai imbalan balas jasa dari jasa yang diberikannya kepada kantor.
Disiplin pegawai merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan efektivitas pegawai negeri sebagai aparatur negara. Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan fungsi pegawai tanpa ditunjang dengan disiplin tinggi maka pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik, bahkan mungkin gagal. Menurut Wirawan (2010:138) disiplin merupakan sikap dan perilaku kepatuhan terhadap peraturan organisasi, prosedur kerja, kode etik, dan norma budaya organisasi lainnya yang harus dipatuhi dalam memproduksi suatu produk dan melayani konsumen organisasi. Mondy (2012:162) menyatakan proses tindakan disiplin bersifat dinamis dan berkelanjutan. Karena tindakan-tindakan seseorang bisa mempengaruhi orang-orang lain dalam sebuah kelompok kerja, penanganan tindakan disiplin yang tepat bisa mendorong perilaku baik dari para anggota kelompok lainnya. Sebaliknya, tindakan disiplin yang dilaksanakan tanpa dasar dan tidak tepat bisa memberikan pengaruh yang merugikan bagi para anggota kelompok lainnya.
Salah satu indikator kedisiplinan adalah tingkat kehadiran dari pegawai. Adapun tingkat kehadiran pegawai Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 1.4 sebagai berikut :
Tabel 1.4
Rekapitulasi Absensi Pegawai Tahun 2018

	No
	Bulan
	CT
	I
	TK
	SC
	TLB
	PSW
	Total

	1
	Januari
	84
	1
	0
	0
	17
	6
	108

	2
	Februari
	100
	1
	0
	1
	31
	11
	144

	3
	Maret
	80
	8
	0
	1
	29
	18
	136

	4
	April
	55
	0
	0
	0
	     9
	10
	74

	5
	Mei
	4
	2
	0
	0
	15
	0
	21

	6
	Juni
	20
	1
	0
	1
	12
	4
	38

	7
	Juli
	109
	0
	0
	0
	7
	9
	125

	8
	Agustus
	51
	0
	0
	0
	23
	3
	77

	9
	September
	64
	5
	0
	2
	49
	9
	129

	10
	Oktober
	96
	1
	0
	6
	55
	34
	192

	11
	November
	95
	2
	1
	7
	40
	12
	157

	12
	Desember
	90
	6
	1
	5
	30
	20
	152

	Total 
	848
	27
	2
	23
	317
	136
	848


Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat (2018)
	 Keterangan 
	
	
	
	
	

	 CT 
	:
	Cuti Tahunan
	SC    
	:
	Sakit Dengan Keterangan Surat Dokter

	 I        
	:
	Ijin
	TLB
	:
	Terlambat

	TK    
	:
	Tidak ada Keterangan
	PSW
	:
	Pulang Sebelum Waktunya


Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa frekuensi pegawai yang terlambat masih tinggi  sebanyak 317 dalam setahun sedangkan yang pulang sebelum waktunya sebanyak 136  dalam setahun.   Berdasarkan peraturan yang mengatur hak cuti pegawai, maka bagi pegawai  yang meninggalkan tugas tanpa keterangan atau bukan dari hak cuti dianggap absen. Absensi  dalam organisasi merupakan masalah karena kemangkiran berarti kerugian akibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan dan penurunan kinerja pegawai.
Data di atas diperkuat dengan hasil pra survei pendahuluan yang mengindikasikan disiplin pegawai Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya disiplin. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai disiplin pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.5
Penelitian Pendahuluan Mengenai Disiplin Kerja

	No
	Materi Pernyataan
	Skala Penilaian
	∑
	RataRata

	
	
	SS
(5)
	S
(4)
	KS
(3)
	TS
(2)
	STS
(1)
	
	

	1                     
	Selalu  mempergunakan waktu untuk kerja seefektif mungkin
	18
	3
	6
	3
	0
	126
	4.20

	2
	Menggunakan waktu istirahat sesuai dengan peraturan 
	4
	5
	12
	5
	4
	90
	3.00

	3
	Menguasai  Standar Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan 
	6
	5
	12
	5
	2
	98
	3.27

	4
	Sanksi yang diberikan oleh organisasi memenuhi rasa keadilan
	6
	3
	12
	6
	3
	93
	3.10

	Rata – Rata
	3.39


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2018
Hasil pra survei menggambarkan bahwa disiplin pegawai Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat  belum sepenuhnya disiplin yang terlihat dari nilai rata – rata pra survey sebesar 3.39, dimana pegawai kurang bisa menggunakan waktu istirahat sesuai dengan peraturan yang berlaku di kantor, dan pegawai menilai sanksi yang diberikan oleh organisasi dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan.
Upaya meningkatkan kinerja pegawai agar sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan peningkatan kompetensi pegawai yang dapat diperoleh melalui program pelatihan. Kompetensi merupakan basis dari berbagai aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia seperti kebijakan organisasional (penempatan, promosi, rotasi), rekrutmen, kompensasi dan pengembangan (training, manajemen karir, rencana suksesi). Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dengan keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang dimiliki. Penggunaan kompetensi sebagai asas berbagai aspek manajemen sumber daya manusia kini semakin menjadi trend dalam mewujudkan satu organisasi pembelajaran. Kompetensi membedakan pengetahuan kerja (job knowledge) dengan perilaku tersirat seseorang anggota di dalam organisasi. Istilah kompetensi digunakan untuk merujuk pada area pekerjaan atau peranan yang mampu dilakukan oleh seseorang dengan kompeten dan juga untuk merujuk pada perilaku yang terletak dibalik kinerja yang kompeten.

Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kompetensi pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.6
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kompetensi Pegawai
	No
	Materi Pernyataan
	Skala Penilaian
	∑
	RataRata

	
	
	SS
(5)
	S
(4)
	KS
(3)
	TS
(2)
	STS
(1)
	
	

	1                     
	Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi
	6
	15
	3
	4
	2
	109
	3.63

	2
	Menguasai keterampilan teknis yang berkenaan dengan perkembangan teknologi di tempat kerja
	7
	5
	12
	4
	2
	101
	3.37

	3
	Memiliki kemampuan dalam menganalisis data dalam pengambilan keputusan
	4
	8
	6
	9
	3
	91
	3.03

	4
	Melakukan antisipasi dan perencanaan untuk perubahan di masa yang datang
	4
	8
	14
	2
	2
	100
	3.33

	Rata – Rata
	3.34


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2018
Hasil pra survei menggambarkan bahwa kompetensi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (PMPTSP) belum sepenuhnya baik yang terlihat dari nilai rata – rata yang didapatkan sebesar 3.34, dimana  pegawai kurang bisa menguasai keterampilan teknis yang berkenaan dengan perkembangan teknologi di tempat kerja, pegawai kurang bisa melakukan antisipasi dan perencanaan untuk perubahan di masa yang datang dan  pegawai kurang memiliki kemampuan dalam menganalisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Selain disiplin kerja dan kompetensi, salah satu cara yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja serta kinerja pegawai adalah dengan melakukan promosi jabatan. Menurut Dessler (2011:61) pemberian peluang promosi akan berpengaruh terhadap motivasi kerja. Dengan adanya promosi berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecapakan pegawai yang bersangkutan untuk menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan meningkatkan status sosial, wewenang, dan tanggung jawab serta penghasilan yang semakin besar bagi pegawai. Dengan adanya promosi jabatan yang adil akan menimbulkan kepuasan kerja kepada para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tabel 1.7
Pra Survei Mengenai Promosi Jabatan 
	No
	Materi Pernyataan
	Skala Penilaian
	∑
	RataRata

	
	
	SS
(5)
	S
(4)
	KS
(3)
	TS
(2)
	STS
(1)
	
	

	1                     
	Promosi jabatan dilaksanakan atas keyakinan mengenai kejujuran dan kecakapan pegawai
	2
	6
	17
	3
	2
	93
	3.10


	No
	Materi Pernyataan
	Skala Penilaian
	∑
	RataRata

	
	
	SS
(5)
	S
(4)
	KS
(3)
	TS
(2)
	STS
(1)
	
	

	2
	Promosi dilaksanakan berdasarkan penilaian yang objektif pada semua pegawai
	2
	5
	9
	12
	2
	83
	2.77

	3
	Pengalaman merupakan salah satu dasar mempromosikan pegawai
	3
	18
	3
	4
	2
	106
	3.53

	4
	Karyawan yang mempunyai prestasi kerja terbaik mendapat kesempatan pertama untuk dipromosikan
	3
	11
	9
	5
	2
	98
	3.27

	Rata – Rata
	3.17


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2018
Hasil pra survei menggambarkan bahwa promosi jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (PMPTSP) belum sepenuhnya baik yang terlihat dari nilai rata – rata sebesar 3.17, dimana masih terdapat beberapa pegawai menilai  promosi jabatan dilaksanakan kadang tidak berdasarkan penilaian yang objektif pada semua pegawai dan promosi jabatan yang dilaksanakan kadang kurang jujur dan tidak melihat kecakapan pegawai dalam bekerja.
Keadaan-keadaan di atas, diduga terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan kompetensi yang belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, jelaslah bahwa faktor manusia menjadi titik tolaknya, faktor manusia yang dimaksud peneliti adalah disiplin kerja, kompetensi, promosi jabatan dan motivasi pegawai yang melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan rencana, karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberdayaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan tesis dengan judul: “Pengaruh Disiplin Kerja, Kompentensi dan Promosi Jabatan Terhadap Motivasi Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat”.
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup didalam penelitian terhadap disiplin kerja, kompetensi, promosi jabatan, motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara. 

1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Kinerja pegawai cenderung kurang optimal, dimana jumlah kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang dicapai serta kecekatan dalam melakukan tugas pekerjaan belum sepenuhnya terampil.

2. Pengetahuan dan keterampilan yang relatif kurang.
3. Sistem tunjangan yang diterapkan relatif kurang memenuhi harapan.

4. Motivasi pegawai yang masih kurang dimana masih banyak pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai waktunya.

5. Kurangnya motivasi pegawai untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan bagi pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi pribadi. 
6. Disiplin pegawai relatif rendah, terhadap waktu bekerja yang telah ditentukan oleh kantor.
7. Absensi karyawan menunjukan masih tingginya tingkat ketidakhadiran.
8. Kurangnya kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan aspirasi.
9. Promosi jabatan dilaksanakan kurang berdasarkan penilaian yang objektif.
10. Penggunaan waktu yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas.
11. Bekerja kurang sesuai dengan standar yang ditentukan. 

12. Kurang memahami tugas dan kewajibannya dengan baik.
13. Kurang bersifat positif terhadap suatu pekerjaan.
14. Jarang membuat rencana dan jadwal kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan.

1.2.2
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 
1. Bagaimana disiplin kerja, kompetensi dan promosi jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh promosi jabatan terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
7. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja, kompetensi dan promosi jabatan terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat secara simultan.
8. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
1.3  Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan disiplin kerja, kompetensi, promosi jabatan, motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui,  menganalis dan mengkaji :

1. Kondisi disiplin kerja, kompetensi dan promosi jabatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
2. Kondisi motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
3. Kondisi kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
4. Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
5. Besarnya pengaruh kompetensi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
6. Besarnya pengaruh promosi jabatan terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
7. Besarnya pengaruh disiplin kerja, kompetensi dan promosi jabatan terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat secara simultan.
8. Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
1.4.
Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik oleh perguruan tinggi, yang berguna sebagai acuan bagi civitas akademika khususnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan disiplin kerja, kompetensi, promosi jabatan, motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara.

1.4.2.
Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai yang didasarkan pada pencapaian motivasi melalui disiplin kerja, pengembangan kompetensi dan pemberian promosi jabatan pada Aparatur Sipil Negara yang berkinerja baik.

3. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti lainnya, khususnya yang berminat menindak lanjuti penelitian ini.
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